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Pendirian rumah ibadah ini sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri 
Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Dimana dalam pelaksanaannya 
telah dilimpahkan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 
Masalah pokok dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan perizinan 
rumah ibadah menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya yaitu 
tergolong kedalam jenis penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penulis melakukakan 
penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu 
bersifat deskriptif.Kemudian Jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian 
ini tidak dapat ditetapkan, proses penelitian berlangsung dari satu informan ke 
informan lainnya.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapatnya bangunan 
rumah ibadah yang tidak memiliki surat izin, sehingga ini menimbulkan konflik 
antar jamaah akibat dari tidak adanya izin mendirikan bangunan tersebut. Dan hal 
ini tidak lepas dari kurangnya kesadaran pada masyarakat untuk mengurus izin 
mendirikan bangunan (IMB), serta Kurangnya informasi dan sosialisasi 
(komunikasi) yang disampaikan kepada masyarkat sehingga pelaksanaan 
kebijakan tersebut menjadi terhambat.Sosialisasi peraturan sudah dilakukan oleh 
pemerintah dengan membuat buku pedoman dan mensosialisasikan kepada 
masyarakat.Namun ketidak berhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan 
ini tidak terlepas dari kurangnya pendekatan dan komunikasi yang baik kepada 
masyarakat yang melaksanakan kebijakan, sehingga kebijakan tidak berjalan.Hal 
ini sudah tentu menjadi hambatan karna untuk menjalankan suatu kebijakan salah 
satu hal yang sangat penting. Dengan adanya informasi dan sosialisasi yang baik 
dan tepat, maka suatu kebijakan akan tersampaikan dan pelaksanaan kebijakan 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A .  Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sangat beragam baik 
dalam hal suku, budaya, dan agama. Proteksi kebebasan beragama dalam negara 
yang sangat plural seperti Indonesia ini membutuhkan kebijakan yang unggul dan 
non-diskriminatif. Sebaliknya, hadirnya kebijakan-kebijakan yang buruk dan 
diskriminatif akan menyebabkan timbulnya ketidakadilan, yang akhirnya 
bermuara pada konflik antar agama.  
Apabila pemerintah Indonesia gagal membuat kebijakan yang unggul 
dalam bidang kehidupan antar agama di Indonesia, maka taruhannya adalah 
disintegrasi bangsa yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Kebijakan yang 
diskriminatif akan berdampak panjang, yakni kian menipisnya toleransi antar 
umat beragama di Indonesia. Indonesia hanya bisa menjadi bangsa yang toleran 
dan terus memelihara toleransi antar agama jika kebijakan yang dihasilkan terkait 
dengan kehidupan bersama agama-agama adalah kebijakan-kebijakan yang 
unggul dan tentu saja dapat di implementasikan.1 
Dalam kaitannya dengan kehidupan beragama, sebagai negara hukum, 
Indonesia tidak menganut paham teokrasi yang mendasarkan pada ideologi agama 
tertentu dan tidak juga beraliran negara sekuler yang tidak mempedulikan agama. 
Relasi agama dan negara di Indonesia amat sinergis dan tidak pada posisi 
dikotomi yang memisahkan antara keduanya. Legitimasi keberadaan agama 
                                               





diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta unuk 
menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing 
dilindungi secara konstitusional.2 
Rumah ibadah bagi setiap agama merupakan pusat kegiatan dan 
kebudayaan. Oleh karena itu, keberadaan rumah ibadah merupakan kebutuhan 
bagi setiap umat beragama. Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan beribadah, 
maka dibuat peraturan yang menjadi landasan pokoknya yang terdapat tentang 
masalah pemeliharaan kerukunan, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama 
dan Pendirian Rumah Ibadah yang merupakan substansi yang dimuat dalam 
Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Dan 9 
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum 
Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah. 
Pada dasarnya masalah pendirian rumah ibadah bermuara pada dua hal. 
Pertama, pendirian rumah ibadah yang diterima masyarakat dengan damai. 
Kedua, pendirian rumah ibadah yang mendapat penolakan dari masyarakat. 
Adapun yang menjadi permasalahan perselisihan seputar pendirian rumah ibadah, 
antara lain: Pembangunan rumah ibadah tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 
penggunaan gedung atau rumah tinggal sebagai tempat ibadah bersama secara 
rutin tanpa izin sementara, memanipulasi administrasi dan tanda tangan pengguna 
rumah ibadah dan dukungan warga.3 
                                               
2 A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata 
Hukum di Indonesia, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2006), h. 1. 
 3 M. Yusuf Asry, Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: 





Pembangunan sarana dan prasarana ibadat terutama dilakukan atas peran 
serta masyarakat yang mencerminkan besarnya kesadaran beragama masyarakat. 
Atas prakarsa dan swadaya masyarakat yang makin meningkat, jumlah tempat 
peribadatan terus bertambah sehingga diharapkan akan semakin memudahkan dan 
memberikan perasaan nyaman dan khusus bagi setiap umat dalam menunaikan 
ibadahnya. Dengan meningkatnya jumlah sarana dan prasarana ibadat ini, maka 
kesempatan umat beragama untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama 
masing-masing makin luas. Dalam rangka membina kerukunan hidup antar umat 
beragama sehingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa yang harmonis, 
kegiatan musyawarah antar umat beragama terus ditingkatkan.Kegiatan yang 
dilakukan meliputi antara lain musyawarah antar umat beragama, musyawarah 
antara umat berbagai agama, dan musyawarah cendekiawan berbagai agama. 
Pendirian rumah ibadah berarti membangun rumah ibadah baru, termasuk 
yang diperbaruhi dalam arti lain renovasi. Sebagaimana ketentuan yang berlaku 
renovasi berarti perubahan sehingga diperlukan kembali IMB. Dengan demikian 
pendirian rumah ibadah disini dilihat dari berapa faktor: a) pengunaan rumah 
ibadah, b) dukungan masyarakat setempat, c) rekomendasi tertulis dari Kepala 
Kementrian Agama Kabupaten/Kota, d) rekomendasi tertulis dari FKUB 
Kabupaten/Kota, e)  Izin Mendirikan Bangunan (IMB)rumah ibadah dari 
bupati/walikota dan diluar lima tersebut; f) masalah kepentingan.4 
Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang 
diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, 
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rehabilitasi/renovasi, dan/ atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan 
sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.5 Izin 
Mendirikan Bangunan merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan 
tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, 
kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Izin Mendirikan Bangunan juga akan 
melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai tata ruang yang telah 
ditentukan. Selain itu, adanya Izin Mendirikan Bangunan menunjukkan bahwa 
rencana konstruksi bangunan juga dapat dipertanggung jawabkan dengan maksud 
untuk kepentingan bersama.Pembangunan rumah ibadat tidaklah semata-mata 
untuk keperluan ibadat ritual saja, tetapi juga untuk melakukan aktivitas sosial 
yang dianggap senafas dengan pemahaman agama itu sendiri serta mempunyai 
hak bagi pemeluk suatu pemahaman itu sendiri.  
  Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk 
mempengaruhi para warga agar mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai 
tujuan konkrit. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak 
instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil 
dan makmur. Ini berarti persyaratan–persyaratan yang terkandung dalam izin 
merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.6 
 Perizinan yang diberikan dalam mendirikan bangunan dipenuhi sesuai 
dengan persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. Pada Pasal 10 
Ayat1, 2 dan 3 tentang Persyaratan Bangunan Gedung menyebutkan bahwa:7 
                                               
5 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung 
 6 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 160. 





1. Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung 
2. Persyaratan Administratif Bangunan Gedung meliputi: 
a. Status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak 
atas tanah; 
b. Status kepemilikan Bangunan Gedung, serta 
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
3. Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi; 
a. Persyaratan teknis Bangunan gedungdan lingkungan yang terdiri 
atas; 
1) Persryaratan peruntukan lokasi; 
2) Intensitas Bangunan Gedung; 
3) Arsitektur Bangunan Gedung; 
4) Pengendalian dampak lingkungan untuk Bangunan Gedung 
Tertentu, serta 
5) Rencana tata bangunan dan lingkungan, untuk kawasan yang 
termasuk dalam Peraturan Walikota tentang RTBL. 
Adapun dasar hukum untuk pembangunan gedung menurut Hierarki 
Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 Ayat 1 adalah: 
a. Pancasila. 
b. Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia. 





d. Undang-undang Nomor: 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 
e. Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 2005 Tentang Pelaksana 
Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 
2010 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 
Pelaksanaan pengembangan pembangunan diatur oleh otonomi daerah, 
karena penata ruang adalah tanggung jawab yang bersangkutan. Dengan demikian 
setiap daerah memiki peraturan tentang proses Izin Mendirikan Bangunan.8 
Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan 
seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang 
diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral 
masyarakat, atau hak-hak kebebasan mendasar orang lain. Perserikatan Bangsa-
Bangsa secara khusus menjamin adanya perlindungan atas rumah-rumah ibadah 
yang digunakan oleh warga. Hak untuk membangun rumah ibadah merupakan 
perwujudan dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, sebagaimana hak untuk 
menggunakan dan memasang simbol agama/keyakinan, dan menjalankan hari 
libur keagamaan/keyakinan.9 
Apabila kita mengacu pada dasar negara sila pertama Pancasila dan Pasal 
9 Konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945, Indonesia dapat dipandang 
sebagai negara yang “monotheist” karena pernyataan bahwa negara berdasarkan 
atas Ketuhanan yang Maha Esa dapat ditafsirkan demikian. Atas dasar inilah, 
                                               
 8 Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 
2014), h. 10. 
9 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (Jakarta: Center of 





Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai negara agama karena dalam konstitusi 
tidak dinyatakan bahwa negara didasarkan atas suatu agama tertentu, tetapi 
Indonesia juga bukan merupakannegara sekuler yang memperhatikan 
permasalahan agama dan menyerahkan masalah agama pada perorangan dan 
masyarakat.10 
Meskipun begitu dalam prakteknya, Indonesia hanya mengakui 
keberadaan enam agama yang diknal sebagai agama” resmi” yaitu: Islam, 
Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, serta satu aliran kepercayaan 
terhadap tuhan yang maha esa. Keenam agama tersebut berada dibawah 
Departemen Agama, sedangkan diluar enam agama tersebut pembinaan berada 
dibawah Departemen Pariwisata. Agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan 
asli nusantara juga tidak dimasukkan kedalam kategori agama.  
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 
jumlah pulau lebih dari 17.508 buah pulau, dan luas wilayah Indonesia seluruhnya 
mencapai 4.193.252 km2.11 Dan jumlah penduduknya kurang lebih 237.641.334 
jiwa dengan beragam suku budaya dan agama. Sampai dengan tahun 2010 
berdasarkan sensus penduduk diketahui bahwa sebagian besar masyarakat 
Indonesia adalah Muslim yaitu sebanyak 87%, Kristen Protestan 7%, Katolik 3%, 
Hindu 1.7%, Budha 0.7%, Konghucu 0.05%, sedangkan Aliran-aliran 
kepercayaan lainnya sebanyak 0,45%.12 Jika dilihat dari kuantitas penganut agama 
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Application of John Rawls’s Justice as Fairness Theory in Defining State and Religion 
Relationship, Cornell law Library. 
11 Wedo Utami dan Suyami, Rangkuman Pengetahuan Umum lengkap (Bandung: CV, 






maka akan terlihat adanya agama yang tergolong dalam kelompok mayoritas dan 
agama-agama yang termasuk dalam kelompok minoritas. 
Perbedaan yang cukup signifikan antara golongan mayoritas dan minoritas 
ini menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengakibatkan pelanggaran 
kebebasan beragama. Salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia akhir-
akhir ini adalah masalah izin pembangunan rumah ibadah. Permasalahan tentang 
rumah ibadah ini merupakan salah satu motif dari berbagai tindakan anarkis yang 
dilakukan atas dasar agama yang mengatas namakan kuantitas dari penganut 
agama tertentu.  
Pendirian rumah ibadat secara fisik berkaitan dengan kepentingan umum, 
terutama peruntukkan sebuah lokasi dikaitkan dengan berbagai kepentingan, 
termasuk tata ruang. Menurut Mieke Komar, pengaturan tata ruang sepenuhnya 
bersifat publik atau menjadi bagian integral dari aspek yuridis kenegaraan maupun 
kemasyarakatan. Adanya keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan 
komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan 
menjadi logis karena subyek penataan ruang pada dasarnya menyangkut 
pemerintah, orang seorang, kelompok orang atau badan hukum. 
Peraturan tentang perizinan pendirian rumah ibadah ini diatur dalam 
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 dan 9 
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum 





ini untuk membangun sebuah rumah ibadah pemeluk agama harus memenuhi 
persyaratan berupa:13 
1. Adanya keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah 
penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan diwilayah 
kelurahan/ desa (Pasal 13 ayat (1) SKB 2 menteri Nomor 9 Tahun 2006). 
2. Pendirian rumah ibadah sendiri harus pendirian rumah ibadah harus 
memenuhi persyaratan khusus meliputi: 
a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling 
sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat 
sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (3); 
b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang 
yang disahkan oleh lurah/kepala desa; 
c. Rekomendasi tertulis kepada kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; 
d. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/ Kota. 
3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi 
sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, Pemerintah Daerah 
berkewajiban memfalisitasi tersediannya lokasi pembangunan rumah ibadah. 
Melihat dari banyaknya rumah ibadah yang ada di Kota Pekanbaru 
khususnya Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini, masih terdapat 
banyaknya rumah ibadah yang tidak memiliki surat izin mendirikan rumah ibadah 
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dan ini menyalahi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah dan bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan.14 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan 
penelitian dengan judul: PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN 
RUMAH IBADAH MENURUT PERATURAN BERSAMA MENTERI 
AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 
2006 DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA 
PEKANBARU 
B .  Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik 
persoalan, maka penulis  akan membatasi masalah ini yakni berfokus kepada 
permasalahan Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah di Kelurahan 
Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 
C .  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan diatas, maka yang menjadi 
pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut 
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 
Tahun 2006 Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota 
Pekanbaru? 
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan Perizinan Pendirian 
Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
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dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Di Kelurahan Simpang Baru 
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru? 
D .  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah di 
Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 
b. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan 
Perizinan pendirian Rumah Ibadah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan 
Tampan Kota Pekanbaru 
2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum tata 
negara, khususnya pemahaman teoritis tentang pelaksanaan perizinan 
pendirian rumah ibadah. 
b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan 
meningkatkan pengetahuan mengenai pelaksanaan perizinan pendirian 
rumah ibadah. 
c. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan 
program strata satu di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri 






E .  Metode Penelitian 
Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, 
maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut: 
1.  Jenis dan Sifat Penelitian 
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian 
hukum sosiologis, dimana penulis secara langsung turun kelapangan untuk 
melakukan obsevasi mencari data yang diperlukan. Jenis penelitian yang 
digunakan ialah penelitian hukum sosiologis, dimana penulis secara langsung 
turun kelapangan untuk melakukan obsevasi mencari data yang diperlukan.15 
Kemudian sifat dari  penelitian ini ialah deskriptif, yaitu suatu metode 
dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan gambaran dan 
uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara 
menitikberatkanpada penelitian lapangan secara menyeluruh, Sitematis, dan 
Akurat, serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan/ peraturan yang 
dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh. 
2. Lokasi Penelitian 
Adapun penelitian ini dilakukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan 
Tampan Kota Pekanbaru 
3. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. 
Populasi dapat berupa himpunan orang-orang, benda, kejadian kasus-kasus, waktu 
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atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama,16 Sampel adalah sebagian dari 
populasi yang mewakili keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah 
penelitian ini. Adapun metode pengambilan sampel pada penelitian ini ialah Total 
Quota Sampling, yaitu menjadikan seluruh Populasi menjadi Sampel, dan penulis 
juga menggunakan metode Simple Random Sampling, yaitu mengambil sebagian 
dari populasi menjadi sampel. 
Tabel I.1 
Populasi dan Sampel 
No Nama Populasi Populasi Sampel Ket 
1. KasiPerencanaan Tata Ruang 
Kantor Dinas Tata Ruang dan 
Banguan Kota Pekanbaru 
1 1 100% 
2. Kasi Bimbingan Masyarakat Islam 
Kantor Kementrian Agama Kota 
Pekanbaru 
1 1 100% 
3. Ketua Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) Kota 
Pekanbaru. 
1 1 100% 
4. Kepala Kelurahan Simpang Baru 
Kota Pekanbaru 
1 1 100% 
5. Ketua Seksi Bagian Penegakan 1 1 100% 
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Satuan Polisi Pamong Praja 
(SATPOL PP) Kota Pekanbaru 
4. Data dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh dari 
responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data 
berupa wawancara berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 02 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung terhadap Perizinan 
Pendirian Rumah Ibadah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan 
Tampan Kota Pekanbaru. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang kami peroleh secara tidak langsung oleh 
penulis untuk mendukung data primer seperti buku-buku tentang hukum, 
jurnal hukum atau dokumen yang berkaitan dengan apa yang diteliti. 
c. Data Tersier 
Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penejelasan 
terhadap data primier dan skunder, misalnya, kamus bahasa Indonesia, 
kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.17 
5.  Metode Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah: 
a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk 
mendapatkan secara nyata tentang kegiatan yang diteliti. 
                                               





b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan 
responden dilapangan, yang berkenaan dengan permasalan yang akan diteliti. 
Selain itu Wawancara, juga merupakan situasi peran antara pribadi bertatap 
muka ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaaan yang 
dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah 
penelitian kepada para responden.18 
c. Studi Kepustakaan, cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi 
melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang 
tersedia dari kepustakaan. 
d. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam 
bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada 
dalam masalah penelitian. 
6. Metode Analisis Data. 
Setelah data diperoleh dan dikumpulkan semua, baik itu data sekunder, 
primier maupun sekunde, lalu dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari masalah 
pokok yang diteliti dan data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam 
bentuk pembahsan dengan uraian kalimat. Didalam penelitian ini penulis menarik 
kesimpulan yaitu secara deduktif, prosedur deduktif ialah bertolak dari suatu 
proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada 
suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.19 
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F .  Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan dan pembahsan didalam skripsi ini ialah 
disusun berdasarkan sistematika yang terdiri dari lima Bab, yaitu : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini  berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan   
masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian, metode penelitian dan 
sistematika penelitian. 
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang sejarah singkat kantor tempat peneliti melakukan 
penelitian. 
BAB III : TINJAUAN TEORI 
Bab ini  berisi tentang teori pelaksanaan, perizinan, dan peraturan 
perundang-undangan. 
BAB IV : PEMBAHASAN 
Bab ini  membahas tentang kajian hasil penelitian data dan pembahasan 
yang diperoleh dari lapangan selama penelititian berlangsung meliputi 
pelaksanaan perizinan bangunan gedung terhadap pembangunan rumah 
ibadah di kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru. 
BAB V : PENUTUP  
Bab ini berisi uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan 










BAB II  
GAMBARAN UMUM  
A .  Gambaran Umum Kota Pekanbaru 
1 .  Sejarah Kota Pekanbaru 
Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada 
saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah yang mulanya 
sebagai ladang, lamabat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan 
Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun 
Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan.  
Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan  perkembangan 
Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah 
menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit 
berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut 
terletak disekitar Mesjid Raya Sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah 
mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang.  
Usaha yang telah dirinti tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja 
Muda Muhammad Ali ditempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. 
Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau  tanggal 23 Juni 1784 
M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah 
Datar Dan Kampar), negeri Senapelan digamti namanya menjadi “Pekan Baharu” 
selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan 
Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “Pekan Baharu”, yang 





2 .  Keadaan Alam Kota Pekanbaru (Geografis) 
 Wilayah kota pekanbaru sangat strategis, terletak ditengah-tengah pulau 
sumatera yang dapat dilalui dengan jalur perhubungan darat dan laut diseluruh 
kawasan. 
 Kota Pekanbaru terletak pada koordinat 101° 14’ - 101° 34’ Bujur Timur 
dan 0° 25’ - 0° 45’ Lintang Utara. Di Riau daratan, posisi Kota Pekanbaru bisa 
dikatakan ditengah-tengah wilayah. Dengan letak yang demikian, membuatnya 
menjadi cukup strategis sebagai Ibu Kota Provinsi Riau. Sedangkan batas-
batasnya secara administratif adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan 
dengan Kabupaten Siak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, 
sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan sebelah timur 
berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 
September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 
446,50 km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil 
pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas 
wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².20 Namun berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru kembali 
dimekarkan, kecamatan itu antara lain adalah: Kecamatan Payung Sekaki yang 
merupakan pemekaran dari Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya dan 
Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, 
Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. 
                                               





Adapun luas keseluruhan dari Kota Pekanbaru mencapai 632,26 Km. Untuk 
mengetahui secara rinci dapat dilihat melalui tabel berikut ini: 
Tabel II.1 
Luas Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan 
No  Kecamatan Luas(Km)  Persentase(%) 
1. Tampan  59,81 9,46% 
2. Payung sekaki 43,24 6,84% 
3. Bukit raya 22,05 3,49% 
4. Marpoyan damai 29,74 4,70% 
5. Tenayan raya  171,27 27,09% 
6. Limapuluh 4,04 0,64% 
7. Sail  3,26 0,52% 
8. Pekanbaru kota 2,26 0,36% 
9. Sukajadi  3,76 0,59% 
10. Senapelan 6,65 1,05% 
11. Rumbai 128,85 20,38% 
12. Rumbai pesisir 157,33 24,88% 
Jumlah  632,26 100% 
Sumber : Data Lapangan setelah diolah, 2019 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa luas wilayah kecamatan yang terluas 
adalah kecamatan tenayan raya yakni 171,27 Km atau 27,09% , sedangkan yang 





3 .  Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru (Demografi) 
Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di 
Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk 
yang tidak terkendali akan sulit tercapai.21 Pertumbuhan penduduk kota pekanbaru 
merupakan salah satu hal yang patut mendapatkan perhatian. Diperkirakan jumlah 
penduduk kota pekanbaru untuk saat ini dapat dilihat melalui tabel berikut ini: 
Tabel II.2 
Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru 
No  Kecamatan Jumlah(jiwa)   Persentase(%) 
1. Tampan  285.932 26,21% 
2. Payung sekaki 90.902 8,33% 
3. Bukit raya 103.722 9,51% 
4. Marpoyan damai 131.362 12,04% 
5. Tenayan raya  162.530 14,90% 
6. Limapuluh 42.469 3,89% 
7. Sail  22.015 2,02% 
8. Pekanbaru kota 25.719 2,36% 
9. Sukajadi  48.544 4,45% 
10. Senapelan 37.459 3,43% 
11. Rumbai 67.570 6,20% 
12. Rumbai pesisir 72.864 6,68% 
Jumlah  1.091.088 100% 
Sumber : Data Lapangan setelah diolah, 2019 
                                               





Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terpadat terdapat di wilayah 
kecamatan tampan dengan jumlah 285.932 jiwa atau sekitar 26,21% dari jumlah 
keseluruhan jumlah penduduk, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk 
terkecil adalah sail yaitu 22.015 jiwa atau 2,02% dari jumlah keseluruhan 
penduduk kota pekanbaru. 
4 .  Keadaan Agama Masyarakat Kota Pekanbaru 
Masyarakat kota pekanbaru menganut agama yang dianut sesuai dengan 
agama dan kepercayaannya. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat 
mengendalikan dirinya. Oleh karena itu dapat kita lihat pada tabel agama yang 
berlaku di kota pekanbaru sebagai berikut: 
Tabel II.3 
Jumlah Agama Resmi dan Penganutnya Di Kota Pekanbaru 
No  Agama  Jumlah(jiwa)   Persentase(%) 
1. Islam   943.768 86,50% 
2. Kristen Khatolik 58.350 5,35% 
3. Kristen protestan 69.458 6,36% 
4. Hindu 4.647 0,42% 
5. Budha   11.733 1,07% 
6. Kong hu cu 3.132 0,29% 
Jumlah  1.091.088 100% 
Sumber : Data Lapangan setelah diolah, 2019 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa  agama islam adalah agama 
yang paling banyak dianut penduduk kota pekanbaru. Hal ini terlihat dari jumlah 





merupakan pemeluk agama islam, selebihnya adalah pemeluk agama kristen 
protestan, kristen katolik, budha, hindu dan kong hu cu. 
5 .  Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Kota Pekanbaru 
Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga. Masyarakat 
kota pekanbaru telah berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi 
bagi setiap individu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor yang 
sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing 
individu. 
Dari data yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa dari berbagai macam 
bidang sektor perdagangan mendominasi mata pencaharian penduduk kota 
pekanbaru yang selanjutnya diikuti oleh sektor-sektor lain seperti industri dan 
buruh/tukang. Untuk mengetahui lebih jelasnya keadaan penduduk ditinjuau dari 
mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel II.4 
 Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Segi Mata Pencaharian 
No  Agama  Jumlah(jiwa)   Persentase(%) 
1. Sektor pertanian 23.431 6,45% 
2. Industri 50.229 14,45% 
3. Sektor perdagangan 109.476 31,79% 
4. Sektor jasa 26.851 7,73% 
5. Pns/Abri/Polri  31.184 8,79% 
6. Wiraswasta 28.566 8,21% 





8. Lain-lain 41.476 11,94% 
Jumlah  347.573 100% 
Sumber : Data Lapangan setelah diolah, 2019 
Dari tabel diatas dapat dilihat sebagian besar penduduk kota pekanbaru 
bermata pencaharian dibidang perdagangan, baik pedagang besar maupun 
pedagang kecil yakni berjumlah 109.476 jiwa atau 31,79%, sedangkan mata 
pencaharian yang terkecil adalah sektor pertanian berjumlah 23.431 jiwa atau 
6,45%. 
6 .  Visi dan Misi 
Visi dari pemerintah kota pekanbaru tahun 2021 adalah: 
“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pusat 
Pendidikan Dan Pusat Kebudayaan Melayu Menuju Masyarakat Yang Sejahtera 
Berlandaskan Iman Dan Taqwa” 
Misi dari pemerintah kota pekanbaru adalah: 
a. Menciptakan dan menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif dengan 
berbasis ekonomi kerakyatan; 
b. Menyediakan sekolah dan lembaga pendidikan yang unggul dan didukung 
tenaga profesional, sehingga dapat menghasilkan sumberdaya yang berkualitas 
mandiri, kreatif dan inovatif; 
c. Melestarikan membina dan mengembangkan kebudayaan melayu yang mampu 
menghadapi tantangan perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan 
jati diri sehingga tercipta masyarakat maju, mandiri dan mampu bersaing 





d. Terpenuhinya segala kebutuhan hidup dan kehidupan masyarakat; 
e. Menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa melalui pendidikan 
agama dan mefungsikan lembaga-lembaga keagamaan sebagai wadah 
pembidan umat. 
B .  Gambaran Umum Kecamatan Tampan 
1 .  Sejarah Kecamatan tampan 
 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu 
Kecamatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 
1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar 
pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah + 199.792 KM2. 
Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan 
dari Kabupaten Kampar yaitu : 
 Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat dari 
Kecamatan Siak Hulu, Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu, Desa 
Tampan dari Kecamatan Siak Hulu. 
Terbentuknya Kecamatan Tampan mempunyai sejarah yanng perlu kita 
ketahui, dengan meningkatnya perkembangan pembangunan diberbagai sektor di 
Kota Pekanbaru sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan 
peranan dan fungsi aspek kehidupan, dalam rangka tertib administrasi pemerintah 
mampu menggerakkan langkah pembangunan yang terus meningkat diKota 
Pekanbaru, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menganggap perlu diadakan 





2003 tentang Pembentukan Kecamatan Pekanbaru Kota Serta Batas-Batas Dan 
Luas Wilayah. 
Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan 
Daerah Nomor 03Tahun 2003, Wilayah Kecamatan Tampan di mekarkan menjadi 
2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut : 
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota 
Pekanbaru), Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten 
Kampar), Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota 
Pekanbaru), Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung (Kabupaten 
Kampar). 
Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah 59,81 Km2 yang terdiri 
dari 4 Kelurahan Yaitu : Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Tuah Karya, 
Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Delima.Pada tahun 2016 Pemerintah Kota 
Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 04  Tahun 2016, tentang 
Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru. Wilayah Kelurahan di Kecamatan 
Tampan dimekarkan dari 4 Kelurahan menjadi 9 Kelurahan dengan batas-batas 
Kecamatan sebagai berikut : 
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota 
Pekanbaru), Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten 
Kampar), Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota 






Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah 59,81 Km2 yang terdiri 
dari 9 Kelurahan Yaitu : 
1. Kelurahan Simpang Baru 
2. Kelurahan Tuah Karya  
3. Kelurahan Sidomulyo Barat 
4. Kelurahan Delima (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. 
Simpang Baru) 
5. Kelurahan Tobek Godang (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan 
Kel. Simpang Baru) 
6. Kelurahan Binawidya (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru) 
7. Kelurahan Air Putih (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru) 
8. Kelurahan Tuah Madani (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. SimpangBaru 
dan Kel. Tuah Karya) 
9.Kelurahan Sialang Munggu (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Sidomulyo 
Barat dan Kel. Tuah Karya). 
2 .  Keadaan Alam Kecamatan Tampan (Geografis) 
Kecamatan tampan merupakan kecamatan dikota pekanbaru yang 
berfografi didaratan. Kecamatan tampan ini berbatasan dengan beberapa 
kecamatan yang ada di kota pekanbaru, yaitu Sebelah Timur berbatasan dengan 
Kecamatan Marpoyan Damai/ Siak Hulu, Sebelah Barat berbatasan dengan 
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Sebelah Utara berbatasan dengan 
Kecamatan Payung Sekaki dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan 





Adapun luas Wilayah dari kecamatan tampan mencapai 59,81 Km2 
dengan masing-masing kelurahan. Untuk mengetahui secara rinci dapat dilihat 
melalui tabel berikut ini: 
Tabel II.5 
Luas Kecamatan Tampan Berdasarkan Luas Kelurahan 
No  Kelurahan  Jumlah 
(jiwa)   
Luas Wilayah 
(Km2) 
1. Delima  2877 5.76 
2. Tobek Godang 5670 4.64 
3. Simpang Baru  1939 7.15 
4. Bina Widya  2017 7.06 
5. Air Putih 4171 6.44 
6. Tuah Madani 2170 4.52 
7. Tuah Karya  7238 5.28 
8. Sialang Munggu 10220 5.70 
9. Sidomulyo Barat 8554 7.90 
Jumlah  44846 54.44 
Sumber : Data Lapangan setelah diolah, 2019 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa luas wilayah kelurahan yang terluas 
adalah kelurahan sidomulyo barat yakni 7.90 Km2, sedangkan yang paling sempit 





3 .  Keadaan Penduduk Kecamatan Tampan  (Demografi) 
Pertumbuhan penduduk kecamatan tampan merupakan salah satu hal yang 
patut mendapatkan perhatian. Diperkirakan jumlah penduduk kecamatan tampan 
berdasarkan kelurahan untuk saat ini dapat dilihat melalui tabel berikut ini: 
Tabel II.6 
Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan Berdasarkan Kelurahan 
No  Kelurahan  Jumlah(jiwa)   
1. Delima  2877 
2. Tobek Godang 5670 
3. Simpang Baru  1939 
4. Bina Widya  2017 
5. Air Putih 4171 
6. Tuah Madani 2170 
7. Tuah Karya  7238 
8. Sialang Munggu 10220 
9. Sidomulyo Barat 8554 
Jumlah  44846 
Sumber : Data Lapangan setelah diolah, 2019 
Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terpadat terdapat di wilayah 
kelurahan sialang munggu dengan jumlah 10220 jiwa dari jumlah keseluruhan 
penduduk, sedangkan kelurahan dengan jumlah penduduk terkecil adalah simpang 





4 .  Keadaan Agama Masyarakat Kecamatan Tampan 
Masyarakat kecamatan tampan menganut agama yang dianut sesuai dengan 
agama dan kepercayaannya. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat 
mengendalikan dirinya. Oleh karena itu dapat kita lihat pada tabel agama yang 
berlaku di kecamatan tampan sebagai berikut: 
Tabel II.7 
Sarana Tempat Rumah Ibadah Kecamatan Tampan 
No  Kelurahan  Tempat Ibadah 
Masjid  Mushala Gereja  Lainnya  Jumlah  
1. Delima 30 8 2 - 40 
2. Simpang Baru 51 21 6 - 78 
3. Tuah Karya 48 19 - - 67 
4. Sidomulyo Barat 33 18 - - 51 
Jumlah  162 66 8 - 236 
Sumber : Data Lapangan setelah diolah, 2019 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa masjid dan mushala adalah 
suatu tempat rumah ibadah yang paling banyak dianut orang/ penduduk 
kecamatan tampan. Hal ini terlihat dari jumlah keseluruhan, yaitu sebanyak 162 
masjid, 66 mushala, dan 8 gereja. Dan masjid dan mushala ini merupakan 
pemeluk agama islam, selebihnya adalah pemeluk agama kristen protestan, kristen 





5 .  Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Tampan 
Untuk menompang hidupnya, penduduk kecamatan tampan yang terdiri 
dari 9 kelurahan yaitu: Kelurahan Delima, Tobek Godang, Simpang Baru, Bina 
Widya, Air Putih, Tuah Madani, Tuah Karya, Sialang Munggu, dan Kelurahan 
Sidomulyo Barat. Pada umumnya kecamatan tampan ini mayoritas hidupnya 
dengan mata pencaharian berdagang tetapi selain itu juga ada yang bekerja 
sebagai guru, pegawai negeri, karyawan swasta, dan lain-lain. Untuk mengetahui 
lebih jelasnya keadaan penduduk ditinjuau dari mata pencaharian dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel II.8 
 Keadaan Penduduk Kecamatan Tampan Ditinjau Dari Segi Mata 
Pencaharian 
No  Agama  Jumlah(jiwa)   Persentase(%) 
1. Sektor pertanian 169 1,41% 
2. Industri 214 1,79% 
3. Sektor perdagangan 3.821 31,98% 
4. Sektor jasa 663 5,55% 
5. Pns/Abri/Polri  971 8,13% 
6. Wiraswasta 3.741 31,31% 
7. Lain-lain 2.369 19,83% 
Jumlah  11.948 100% 
Sumber : Data Lapangan setelah diolah, 2019 
Dari tabel diatas dapat dilihat sebagian besar penduduk kota pekanbaru 





pedagang kecil yakni berjumlah 3.821 jiwa atau 31,98% sedangkan mata 
pencaharian yang terkecil adalah sektor pertanian berjumlah 169 jiwa atau 1,41% 
6 .  Visi dan Misi 
Visi dari kecamatan tampan adalah: 
“Terdepan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Terbaik Pemberian 
Pelayanan Publik Sekecamatan Kota Pekanbaru” 
Misi dari kecamatan tampan adalah: 
a. Mengutamakan pelayanan publik sebagai dasar terciptanya pelayanan secara 
prima kepada masyarakat. 
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, 
bertanggung jawab serta berjiwa profesionalisme. 
c. Melaksanakan koordinasi disetiap line terkait dengan penciptaan komunikasi 
yang efektif  diantara aparatur kecamatan. 
d. Meningkatkan kerjasama, loyalitas dan integritas didalam jiwa setiap aparatur 
kecamatan. 
C .  Gambaran Umum Kelurahan Simpang Baru 
1 .  Sejarah Kelurahan Simpang Baru 
Kelurahan Simpang Baru merupakan salah satu dari 4 Kelurahan yang ada di 
wilayah Kecamatan Tampan, terdiri atas 34 RW dan 153 RT yang mempunyai 





  Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2016, Kelurahan Simpang Baru di bagi 
menjadi 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru,Kelurahan Air 
Putih,Kelurahan Bina Widya,Kelurahan Tobek Godang,dan Kelurahan Tuah 
Madani. 
  Adapun batas wilayah antar Kelurahan Simpang Baru yaitu: Sebelah timur 
berbatasan dengan kelurahan tobek godang, Sebelah barat berbatasan dengan 
kelurahan air putih, Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan bina widya, 
Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan tuah karya. Dengan jumlah 
penduduk dikelurahan sebanyak 39.001 jiwa yaitu: Jumlah penduduk laki-laki 
sebanyak: 19.889 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 19.112 jiwa. 
2 .  Struktur Organisasi Kelurahan Simpang Baru 
  Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan saat ini di kepalai oleh Ibu 
Rein Rizka Karvy, S.STP, M.SI sebagai Lurah. Dengan struktur pemerintahan 
sebagai berikut : 
Tabel II.9 
Struktur Organisasi Kelurahan Simpang Baru 
NO NAMA JABATAN 
1. REIN RIZKA KARVY, S.STP. M, SI Kepala Lurah 
2. JUSEMBRA OSNI, S.STP Sekretaris Lurah 
3. ROSLAINI Seksi Pembangunan Dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
 
4. HARMILA Seksi Kesejahteraan Sosial 
 







3 .  Keadaan Agama Masyarakat Kelurahan Simpang Baru 
Masyarakat kelurahan simpang baru menganut agama yang dianut sesuai 
dengan agama dan kepercayaannya. Dengan agama pada dasarnya seorang 
manusia dapat mengendalikan dirinya. Oleh karena itu dapat kita lihat pada tabel 
agama yang berlaku di kecamatan tampan sebagai berikut: 
Tabel II.10 
AGAMA LAKI-LAKI PEREMPUAN 
Islam    10.002Orang 9.873Orang 
Kristen      1.159Orang       1.157Orang 
Katholik      1.387Orang       1.382Orang 
Hindu             0Orang              0Orang 
Budha         198Orang          187Orang 
Khonghucu      0 Orang     0  Orang 
Kepercayaan Tuhan Yang Maha 
Esa 
  0 Orang  0 Orang 
Aliran Kepercayaan Lainnya 0 Orang 0 Orang 
Jumlah 12.746 Orang 12.599 Orang 
Sumber : Data Lapangan setelah diolah, 2019 
4 .  Visi dan Misi Kelurahan Simpang Baru 
Adapun Visi dari Kelurahan Simpang Baru adalah: 
Visi : 
a. Terwujudnya Kelurahan Simpang Baru sebagai pusat pendidikan yang 





b. Terwujudnya Kelurahan Simpang Baru sebagai pusat perekonomianyang 
berbasis kerakyatan. 
Misi : 
 1. Memberikan akses pelayanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat 
 dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
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BAB III  
TINJAUAN TEORITIS 
A .  Teori Implementasi 
1. Pengertian Implementasi 
  Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan 
banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi 
kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Secara sederhana 
implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Beberapa 
penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, 
namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan 
implementasi kebijakan.22 
  Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 
yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 
dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin 
Usman,implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya 
mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu 
kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.23 Guntur Setiawan 
berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan 
                                               
 22 Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: 
Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, 
Universitas Pepabari Makassar, 2008, h. 117. 






proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan 
jaringan pelaksana,birokrasi yang efektif.24 
  Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat 
menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan 
pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan 
pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan 
merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari 
suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output 
atau outcomes bagi masyarakat.25 
  Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk 
undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, 
keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan 
secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk 
menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. 
  Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata 
implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para 
ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang 
terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh 
berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh 
karena itu, impelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek 
                                               
 24Guntur Setiawan,Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Balai Pustaka,Jakarta, 
2004), h. 39. 
 25 Edward III, George C (edited), Public Policy Implementing, Jai Press Inc, 





berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses 
pelaksanaan ide,program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat 
menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan 
memperoleh hasil yang diharapkan. 
2. Faktor Keberhasilan Implementasi 
Sebagaimana telah dikatakan oleh pakar, bahwa proses implementasi 
kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif 
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan 
pada diri kelompok sasaran. Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi 
diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen 
semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaannya. Keberhasilan 
implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara 
pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran 
kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi 
pemecah permasalahan yang dihadapi. 
D.L. Weimer dan Aidan R. Vining menyatakan setelah mempelajari 
berbagai literatur tentang implementasi, menurut mereka ada tiga faktor umum 
yang mempengaruhi keberhasilan yaitu: 
1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai  seberapa benar 
teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis 






2. Hakekat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang 
terlibat dalam kerja sama telah merupakan suatu assembling produktif. 
3. Ketersediaan sumber daya menusia yang memiliki kemampuan, komitmen 
untuk mengelola pelaksanaannya.26 
3. Faktor Penghambat Implementasi 
Menurut Jan Merse mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat 
menyebabkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan yaitu:27 
1. Informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan pemahaman 
visi dan misi dan kebijakan yang dirumuskan. Terjadinya kekurangan 
informasi maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang 
kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana 
dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan. 
2. Isi kebijakan implementasi dapat dikatakan gagal karena masih samarnya 
isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak memiliki ketetapan dan 
ketegasan dalam bentuk internal maupun eksternal dari kebijakan itu 
sendiri. 
3. Dukungan, sebuah kebijakan akan sangat sulit dilaksanakan jika tidak ada 
dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan 
tersebut. 
                                               
26 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 59. 
 
27Tangkilisan, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu, 






4. Pembagian potensi yaitu pembagian potensi antar para aktor pelaksana 
dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan deferensisasi tugas 
dan wewenang. 
Sebuah kebijakan tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi 
dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi 
kebijakan. Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana 
keefektifan kebijakan guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya 
dimana tujuan telah tercapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan 
antara harapan dan kenyataan yang terjadi dilapangan. 
B .  Teori Perizinan 
 Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ 
kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah 
salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, 
untuk mengemudikan tingkah laku masyarakat.28 Selain itu izin juga dapat 
diartikansebagai dispensasi atau pelepasan/ pembebasan dari suatu 
larangan.Terdapat juga pengertian izin secara luas dan sempit.29 
a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih 
sama, yaitu bahwa dalam waktu bentuk tertentu diberi perkenaan untuk 
melakukan sessuatu yang mesti dilarang. 
b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali 
diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang 
                                               
28Plilipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: Yuridika, 1993), h. 2. 





disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas 
tertentu bagi setiap kasus. 
Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa izin merupakan alat pemerintah 
yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrument administrasi 
untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, sifat suatu izin adalah 
preventif, karena dalam instrument izin tidak bisa dilepaskan dengan pemerintah 
dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.30 
Selain itu, untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku orang atau 
badan yang sifatnya preventif adalah melalui izin. Ada beberapa bentuk yang 
sifatnya mengandung pengertian izin, seperti dispensasi, izin dan konsesi. 
Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu 
perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Izin adalah 
suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang pada 
umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret. Koneksi adalah 
suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta 
dengan syarat pemerintah turut campur tangan.31 Sjachran Basah mengartikan izin 
sebagai perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan 
peraturan dalam hal concreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana 
ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.32 
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 Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 
undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Selain itu izin 
merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan 
oleh undang-undang.33 
1. Sifat Izin  
 Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha 
Negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai 
berikut:  
a. Izin bersifat bebas  
Adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang menerbitkan 
tidaterikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang 
dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan 
pemberian izin.  
b. Izin yang bersifat terikat  
Adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitnya terikat 
pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang 
berwenang dalam izin kadar kebebasan dan wewenangnya tergantung 
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c. Izin yang bersifat menguntungkan. 
Merupakan izin yang isinya mempunai sifat menguntungkan pada yang 
bersangkutan.Izin yang bersifat menguntungkan isi maka keputusan 
merupakan titik pusat yang memberi anugrah kepada yang bersangkutan. 
d. Izin yang bersifat memberatkan 
Merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan 
dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. 
e. Izin yang segera berakhir  
Merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera 
berakhir atau izin yang masa berlakunya relative pendek.  
f. Izin yang berlangsung lama  
Merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya 
atau masa berlakunya relative lama.  
g. Izin yang bersifat kebendaan  
Merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin. 
2. Unsur-unsur Perizinan: 
Perizinan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana didalamnya 
harus termuat unsur-unsur antara lain:34 
a. Instrumen Yuridis 
Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk keteyapan yang bersifat 
konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengahadapi dan 
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menetapkan peristiwa konkrit, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan 
ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. 
b. Peraturan Perundang-Undangan 
Pembuatan dan penertiban ketetapan izin merupakan tindakan hukum 
pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang 
diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan asas 
legalitas, tanpa dasar wewenang tindakan hukum itu menjadi tidak sah. 
c. Organ Pemerintah 
Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik 
ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Sjharan Basah, dari 
badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan 
izin. 
d. Peristiwa Konkret 
Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang 
digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkrit dan 
individual, peristiwa konkrit artinya peristiwa yang terjadi pada waktu 
tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. 
e. Prosedur dan Persyaratan 
Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang 
ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin.Selain itu pemohon juga 
harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara 





perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi 
pemberian izin. 
3. Fugsi Izin Mendirikan Bangunan 
Adapun fungsi dari izin mendirikan bangunan sebagai berikut: 
a. Segi teknis perkotaan 
Pemberian izin mendirikan bangunan sangat penting artinya bagi 
pemerintah daerah guna mengatur, menetapkan, dan merencanakan 
pembangunan. Dengan adanya IMB diharapkan tidak memberikan dampak 
negative bagi lingkungan. Sehingga lingkungan kota tertata dengan baik dan 
teratur, indah, aman, tertib dan nyaman. 
b. Segi kepastian hukum 
  Izin mendirikan bangunan penting artinya sebagai pengawasan dan 
pengendalian bagi pemerintah dalam hal pembangunan perumahan. 
Mendirikan bangunan dapat menjadi acuan atau titik tolak dalam pengaturan 
rumah selanjutnya. Bagi masyarakat pentingnya izin mendirikan bangunan ini 
adalah untuk mendapat kepastian hukum terhadap hak bangunan yang 
dilakukan, sehingga tidak adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan 
pihak lain dan akan memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan 
ketenteraman dalam pelaksanaan usaha atau pekerjaan. 
  Selain itu, izin mendirikan bangunan tersebut bagi si pemiliknya dapat 
berfungsi antara lain sebagai berikut: 
 a. Bukti milik bangunan yang sah 





1) Terjadinya hak milik untuk keperluan pembangunan yang bersifat 
hukum. 
2) Bentuk-bentuk kerugian yang diderita pemilik bangunan lainnya yang 
berasal dari kebijaksanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. 
3) Segi pendapatan daerah, dalam hal ini pendapatan daerah maka izin 
mendirikan bangunan merupakan salah satu sektor pemasukan yang tidak 
dapat diabaikan begitu saja. Melalui pemberian izin ini dapat dipungut 
retribusi izin mendirikan bangunan. Retribusi atas izin mendirikan 
bangunan itu ditetapkan berdasarkan persentase dari taksiran biaya 
bangunan yang dibedakan menurut fungsi bangunan tersebut. Retribusi 
izin mendirikan bangunan dibebankan kepada setiap orang atau badan 
hukum yang namanya tercantum dalam surat izin yang dikeluarkan itu. 
C .  Tinjauan Umum tentang Peraturan Perundang-undangan 
1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan 
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh 
lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. 
Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai 
berikut:35 
a. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan 
jabatanyang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau 
mengikat umum. 
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b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan 
mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan. 
c. Merupakan perturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-
umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan kepada obyek, peristiwa 
atau gejala konkrit tertentu. 
d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan belanda, peraturan 
perundang-undangan lazim disebut dengan wet in materiele zin atau sering 
juga disebut dengan algemeen verbindende voorschrift. 
 Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perudang-undangan, dirumuskan pula tentang kedua pengertian 
tersebut dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2, yang dirumuskan sebagai berikut:36 
1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan 
Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari 
perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, 
pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. 
2. Peraturan Perundang undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk 
oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara 
umum. 
 Walaupun Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 memberikan 
penjelasan terhadap istilah proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
dan produk dari proses pembentukan pembentukan peraturan perundang-
                                               





undangan dalam definisi tersebut, namun penulis berpendapat bahwa pengrtian 
tersebut perlu diberikan catatan, antara lain sebagai berikut: 
1. Mengenai pengertian Peraturan Perundang-undangan dalam definisi 
tersebut terdapat hal-hal yang tidak tepat, yaitu: 
a. Penulisan kata “perumusan” dan”teknik penyusunan” adalah perumusan 
yang berlebihan (duplikasi), oleh karena dalam melakukan perumusan 
Peraturan Perundang-undangan setiap perancang akan selalu mengikuti 
teknik penyusunan yang telah ditetapkan. 
b. Pemakaian istilah “pengesahan” dalam definisi tersebut berakibat yang 
dimaksud Peraturan Perundang-undangan hanyalah yang lain tidak 
memerlukan pengesahan. Sebaikanya dituliskan “pengesahan atau 
penetapan”. 
2. Unsur-unsur Peraturan Perundang-undangan 
 Mengenai Peraturan Perundang-undangan terdapat beberapa unsur yaitu:37 
a. Merupakan suatu keputusan yang tertulis. 
Hukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum baru yang dibentuk 
setelah indonesia merdeka dalam rangka memenuhi kehidupan kenegaraan, 
kebangsaan dan kemasyrakatan yang senantiasa berkembang, juga untuk 
”menjembatani” antar lingkup laku aneka adat dan hukum tidak tertulis 
lainnya, atau untuk mengatasi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis dalam 
hal pihak-pihak menghendakinya. 
 
                                               





b. Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. 
Adapun penegasan tersebut perlu dikemukakan oleh karena suatu 
lembaga negara yang diakui oleh pejabat yang berwenang dan diakui 
oleh Undang-undang Dasar 1945. 
c. Mengikat umum 
Yang dimaksud mengikat secara umum dan ini diatur dalam Pasal 1 
Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat 
norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan 
oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang 
ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 
3. Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan 
 Berbicara mengenai hirarki Peraturan Perundang-undangan, maka kita 
tidak dapat lepas dari teori Hans Kelsen yang sangat terkenal yakni Teori 
Stufenbau.  
 Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum yang menyatakan 
bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di 
mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum 
yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus 
berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm).38 
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 Berikut dikemukakan tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik 
Indonesia, yang telah mengalami perubahan selama ini, mulai sejak masa orde 
lama hingga sekarang. 
 Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 
menurut Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum 
Republik Indonesia dan tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik 
Indonesia adalah sebagai berikut:39 
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Keputusan Presiden; 
6. Peraturan Menteri; 
7. Peraturan- peraturan Pelaksanaan lainnya seperti:  
a. Peraturan Menteri; 
b. Instruksi Menteri; 
c. Dan lain-lainnya. 
Dalam era reformasi tata urutan perundang-undangan diatur dalam Tap 
MPR Nomor III/MPR/2000 yang menggantikan Ketetapan MPRS Nomor 
XX/MPRS/1966.Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia 
menurut Tap MPR No. III/MPR/2000 yang menggantikan Ketetapan MPRS No. 
XX/MPRS/1966, adalah sebagai berikut: 
                                               





a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah. 
 Selanjutnya Tap MPR Nomor III/MPR/2000, oleh Pemerintah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diganti dengan Undang-undang Nomor 
10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Perundang-undangan sebagai pengganti Tap 
MPR No.III/MPR/2000.Adapun tata urutan Perundang-undangan menurut 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, terdiri atas: 
a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
c. Peraturan Pemerintah; 
d. Peraturan Presiden; 
e. Peraturan Daerah; 
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi: 
a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi 
bersama dengan gubernur; 
b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah 





c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa 
atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. 
Selanjutnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan 
Perundang-undangan, dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.Adapun tata 
urutan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
D .  Tinjauan Umum Tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 9Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 
Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat 
1. Tinjauan Tentang Peraturan Menteri 
 Peraturan Menteri adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh seorang 
Menteri yang berisi ketentuan-ketentuan tentang bidang tugasnya.Bila ditinjau 





yang ditegaskan dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/ MPRS/ 1966 maka bentuk 
Peraturan Perundangan Republik Indonesia terdiri dari:40 
(1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 
(2) Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR); 
(3) Undang-Undang/ Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
(4) Peraturan Pemerintah; 
(5) Keputusan Presiden; 
(6) Peraturan Pelaksana yang lain seperti: 
a) Peraturan Menteri; 
b) Instruksi Menteri; 
c) Dan lain-lain. 
Berdasarkan tata urutan perundangan tersebut, Peraturan Menteri 
merupakan Peraturan Perundang-undangan terendah dari pemerintah pusat. 
Menteri hanya boleh membuat aturan dalam bidang tugas Departemen 
(kementriannya). 
2. Tinjauan tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 
 Peraturan Bersama ini lengkapnya adalah Peraturan Bersama Menteri 
Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, dan Nomor: 8 Tahun 
2006 tanggal 21 Maret 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. 
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 Dasar pembuatan Peraturan Bersama ini tentu saja merujuk kepada 
Undang Jaminan tersebut dirumuskan pada Undang-undang Dasar 1945 
khususnya dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 bahwa, “Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.41 
 Pada Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan bersama ini disebutkan bahwa 
rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus 
dipergunakan untuk beribadat bagipara pemeluk masing-masing agama secara 
permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Dalam konteks ini rumah ibadat 
seperti masjid, gereja, kelenteng, vihara, mestilah memiliki ciri-ciri tertentu sesuai 
dengan simbol masing-masing rumah ibadat agama bersangkutan. 
 Mengenai pendirian rumah ibadat dalam Perber ini dicantum pada pasal 
tersendiri, yaitu Pasal 13 sampai dengan Pasal 20.  Pada Pasal ini dijelaskan 
mengenai ketentuan pendirian rumah ibadat sebagai berikut:42 
 Pasal 13 Ayat (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata 
dan sungguhsungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan 
umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. 
(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan 
dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman 
dan ketertiban umum, serta mematuhi Peraturan Perundang-undangan. 
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(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah 
kelurahan/desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan 
komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau 
kabupaten/kota atau provinsi. 
 Pada Pasal 13 di atas dijelaskan bahwa pendirian rumah ibadat mestilah 
atas dasarkeperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah 
penduduk.  
 Pasal 13 Ayat (1) secara ekplisit menginginkan adanya keseimbangan 
antara jumlah penduduk dengan rumah ibadat ril yang diinginkan, sehingga antara 
penduduk dan masyarakat penganut betul-betul seimbang sevara proporsonal. 
 Pasal 14 Ayat (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.(2) Selain memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus 
memenuhi persyaratan khusus meliputi: 
(a) Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling 
sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai 
dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). (b) 
Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang 
disahkan oleh Lurah/Kepala Desa. (c) Rekomendasi tertulis kepala kantor 
Departemen Agama Kabupaten/Kota; dan d.Rekomendasi tertulis Forum 





Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi 
sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban 
memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. 
 Pasal 15: Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
Ayat (2) huruf d merupakan hasil musyarawah dan mufakat dalam rapat FKUB, 
dituangkan dalam bentuk tertulis. 
 Pasal 16 Ayat (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat 
kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat. 
(2) Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) 
hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (1) 
 Pasal17: Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi 
bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan 
karena perubahan rencana tata ruang wilayah. 
 Pasal 18 Ayat (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat 
sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin 
sementara dari Bupati/Walikota dengan memenuhi persyaratan: a. kelayakan 
fungsi; dan b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan 
ketertiban masyarakat.(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan 
gedung.(3)Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta 





huruf b, meliputi:(a) Izin tertulis pemilik bangunan;(b). Rekomendasi tertulis 
Lurah/Kepala Desa;(c) Pelaporan tertulis kepada FKUB Kabupaten/Kota; dan (d) 
pelaporan tertulis kepada kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. 
 Pasal 19 Ayat (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan 
bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Bupati/Walikota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan 
pendapat tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan FKUB 
Kabupaten/Kota. (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan 
bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud padaAyat (1) 
berlaku paling lama 2 (dua) tahun. 
 Pasal 20 Ayat (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1)Dapat dilimpahkan kepada camat 
(2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud 
pada Ayat(1)dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepalakantor 











BAB V  
PENUTUP 
A .  Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah dalam prosedur pengurusan 
perizinan bangunan gedung rumah ibadah, masih belum berjalan dengan 
optimal. Hal ini kemukakan bahwa masih banyaknya bangunan rumah ibadah 
yang belum ataupun yang tidak mempunyai izin, mulai dari pendaftaran 
melalui online maupun melalui secara administrasi. Dan banyaknya terjadi 
pendirian rumah ibadah tanpa adanya izin dikarenakan masalah internal 
didalam suatu peribadatan, seperti aliran-aliran yang ada didalam suatu 
peribadatan itu sendiri. Sehingga konflik mengenai pendirian rumah ibadat ini 
banyak terjadi karena beberapa permasalahan, diantaranya: persyaratan 
pendirian rumah ibadat, perizinan rumah ibadat, pendirian rumah ibadat yang 
tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat, pemerintah daerah yang 
belum memiliki peraturan untuk mengatur pendirian rumah ibadat, dan lain-
lain. 
2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah ibadah 
yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin 
mendirikan bangunan, dan ini tidak lepas pula dari kewenangan pemerintah 
dalam melakukan sosiaslisasi belum berjalan dengan baik, sehingga 
masyarakat masih ada yang belum mengetahui tentang peraturan yang 





bangunan. Dan tidak adanya pendataan kembali mengenai izin bangunan 
gedung sehingga masih ada bangunan gedung yang belum mempunyai izin 
bahkan tidak mempunyai izin mendirikan bangunan tersebut. 
B .  Saran 
1.  Pemerintah Daerah seharusnya memberkan sosialisasi yang lebih optimal 
kepada masyarakat terkait pentingnya izin bangunan rumah ibadah, karena 
masih ada masyarakat yang belum paham sehingga ini berdampak pada 
pelaksanaan perizinan rumah ibadah itu sendiri. Dan pihak pemerintah 
seharusnya mengundang pihak kecamatan dan pihak kelurahan dan RT 
maupun RW yang akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada masyarakat. 
Dan dalam hal ini perlu adanya tindak lanjut dari kecamatan maupun kelurahan 
seperti evaluasi atau pendataaan kembali bangunan rumah  ibadah mana yang 
belum mempunyai izin, agar diundang menghadiri sosialisasi yang diadakan. 
2.  Agar pelaksanaan sosialisasi pembuatan izin mendirikan bangunan oleh 
pemerintah dapat berjalan dengan lancer, sebaiknya pegawai atau pejabat yang 
berwenang dalam masalah perizinan bangunan gedung melakukan sosialisasi 
decara formal maupun informal dengan rutin agar masyarakat mengetahui 
betapa pentingnya izin mendirikan bangunan itu. 
3. Supaya pelaksanaan perizinan bangunan gedung  rumah ibadah meningkat, 
maka sebaiknya diadakan kegiatan sosialisasi keseluruh pelosok wilayah 
kelurahan simpang baru dan menggunakan media seperti pamphlet atau 
browser sehingga dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya izin 
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